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gkat pertama, dalam
perkara cerai talak

1992, agama Islam,
xX, bertempat tinggal
INSI GORONTALO,
Jai Pemohon, dalam hal
Sri Yuliyana Monoarfa,
um yang berkedudukan di
Partners beralamat di Dusun
Barat, Kecamatan Duhiadaa,

Bagkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25
./ pada register Kuasa Kepaniteraan
risa nomor 40/SK/KP/CT/2024 tanggal 07

Melawan

TERMOHON, lahir di Marisa, tanggal 02 April 1994, agama Islam,
pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX,
bertempat tinggal di dirumah orang tua bapak Hamzah Jama
Desa xxxxxx Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi

XXXXXXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;
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ohon dilangsungkan
gsungkan pernikahan
menurut hukum dan
winan tersebut telah
XXXXXXXX XXXXXXXXX
kta Nikah Nomor

ohon tinggal di rumah
X Kecamatan XXXXXXXX

I september 2023 kurang

tangga antara Pemohon dan
g tua Pemohon juga sering tinggal

ermohon Di Desa xxxxxx Kecamatan

4, Bahwa selama masa perkawinan tersebut Pemohon dengan
Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum
dikaruniai anak;

5. Bahwa awalnya pernikahan antara Pemohon Dan Termohon berjalan
dengan harmonis dan bahagia hingga pada Bulan April tahun 2023
Hubungan antara Pemohon Dan Termohon terjadi kerenggangan dan
sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan keharmonisan hubungan
cinta Pemohon dan Termohon goyah yang disebabkan karena ;

- Termohon sering cemburuan kepada Pemohon ;

- Termohon sering marah dan melarang jika Pemohon bertemu
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Pemohon jika terjadi
melalui media sosial,
emohon melalui akun
on hal tersebut juga
gi sebagai suami ;

ara Pemohon dan
bab yang sama dan
ana termohon pergi
tua termohon yang
XXXXXXXXX XXXXXXXX,
rumah orang tua Xxxxx

XX XXXXXXXXX XXXXXXXX

membuat termohon malu, setelah kejadian tersebut
hingga saat ini antara pemohon dan termohon sudah tidak lagi menjalankan
kewajiban layaknya suami dan istri ;

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang
dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga
Pemohon dan Termohon wuntuk mencari penyelesaian dan demi
menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan

hasil ;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon
sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk
suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana
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sehingga lebih baik diputus

S, permohonan Pemohon
ap Termohon atas dasar
mungkin hidup rukun
ur Pasal 19 huruf (f)
16 huruf (f) Kompilasi

atakan Permohonan

Subsidair :
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Adv. Sri
Yuliyana Monoarfa, S.H.,CLSP, advokat dan konsultan hukum yang
berkedudukan di kantor Hukum SY. Monoarfa & Partners beralamat di Dusun
Mootilango, Desa xxxxxxxx Barat, Kecamatan Duhiadaa, XXXXXXXXX XXXXXXXX
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2024 yang terdaftar pada
register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa  nomor
40/SK/KP/CT/2024 tanggal 07 Juli 2024;
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ecourt oleh Kuasa Hukum

emohon telah datang

Hukum Pemohon,

esuai dengan relaas
11 Juli 2024, yang
phwa tidak datangnya

k tidak bercerai dengan

on 0 permohonannya dan
\?‘q ST

karena Termohon tidak pernah

ganggil secara resmi dan patut,

Bahwa, Ur menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor Kutipan
Akta Nikah Nomor : 7504091032023013, tanggal 20 Maret 2023, dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxx Kabupaten Pahuwato
Provinsi xxxxxxxxx, telah telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai

dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-

masing bernama:

a SAKSI 1, lahir di Marisa, tanggal 04 Desember 1992,
agama Islam, pekerjaan xxxXxxxX XxxxxX, bertempat tinggal di
KABUPATEN POHUWATO, telah bersumpah menurut agama Islam
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Nadapan persidangan yang pada

hir hidup bersama di

X XXXXXX Kecamatan

Bemohon dan Termohon
un sekarang ini rumah
karena sering terjadi

PeLSCHSTe ' @rus menerus;

RMMAX

at Pemohon dan Termohon

o pertengkaran antara Pemohon dan
mohon selalu cemburu yang berlebihan

nadap Pemohon dan mencurigai Pemohon memiliki perempuan

lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat

tinggal sejak bulan April tahun 2023;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua
Pemohon di Desa XxXXXXXXX XXXXxX Kecamatan XXXXXXXX
XXXXXXXXX  XXXXXXXX, sedangkan Termohon saat ini tinggal di
rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxx Kecamatan XXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah
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ma Islam dan telah

angan yang pada

an Termohon karena

at Pemohon;

adialah suami istri;
XXXXX XXXXXX Kecamatan

angga Pemohon dan Termohon

&l ukun, namun sekarang ini rumah
monis lagi karena sering terjadi
Dagfehgkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan

Termohon bertengkar;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dan Termohon karena Termohon sering menuduh Pemohon

berselingkuh;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat
tinggal sejak bulan September 2023 sampai dengan sekarang
karena Termohon telah pergi dari rumah dan meninggalkan
Pemohon tanpa sebab yang jelas;
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untuk menjemput

bhon tetap bersikeras

| 0 |

lan Termohon sudah

pernah mendamaikan

60 V
Baf an 3 gpulan secara tertulis yan
«&%ﬁfﬂ‘({g“/ i / plikasi ecourt sebagair:anz
M
\ "/ : Ganhg

YaVYavalVZ=

tanggal 19 Juli 2024 yang

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Ecourt & Elitigasi

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon didaftarkan secara ecourt dengan
menggunakan alamat email pengguna terdaftar sehingga proses administrasi
dan persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Rl nomor 1 tahun 2019 yang telah
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diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2022 tentang
- -
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pen aﬁlan secara Elektronik dan

petunjuk elaksanaannxa Eada Surat KeEutusan Ketua Mahkamah Agung RI
IKMA/SK/XI1/2022 tent Petunj k‘T knis Administrasi D
nomor 363 entan etunju eknis ministrasi Dan
i 4 — _q-*l

Persidanglan Perkara Pe(jata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di
Z N 5
Pengadilan Secara Elektronik.

il memberikan kuasa
tllan konsultan hukum
Partners beralamat di
Duhiadaa, XXXXXXXXX
ni 2024 yang terdaftar
gama Marisa nomor

Sebut telah diperiksa oleh
gEmenuhi ketentuan pasal 147
usan hukum hasil rapat pleno
pelaksaan Tugas bagi Pengadilan
pruf (a,b,c dan d);

/ kuasa hukum Pemohon yang bertindak
sebagai pene et Jalam surat kuasa tersebut dinilai telah memenuhi
syarat dan kualifikasi sebagai advokat yang dapat bertindak atas nama pemberi
kuasa di hadapan sidang pengadilan sebagaimana ketentuan Undang Undang
nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya kuasa hukum Pemohon
dinyatakan memiliki legal standing untuk mewakili atau mendampingi Pemohon
di muka sidang dalam perkara a quo;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan
dengan didampingi Kuasa Hukum Pemohon;
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ak pernah datang menghadap
untuk menghadap sebagai
Surat Panggilan (relaas)
ermohon telah dipanggil
ahwa tidak datangnya
sah, oleh karena itu
)n dan diputus secara

| 149 ayat (1) RBg,

likabulkan sepanjang

mendamaikan pihak

“‘/\* r dengan demikian

l.ﬁaq
/ ‘ AlEud Pasal 82 Undang-Undang

2 5
\"mummm = am perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi

sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak

pernah hadir di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon meminta izin untuk menjatuhkan talak
kepada Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah
tangga, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah
sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f)
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Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

upa fotokopi Kutipan
, bermeterai cukup,
an Pasal 285 R.Bg jo.
an pembuktian yang

[N | > gan sebagai saksi sebagaimana yang

Bg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan
pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima
sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii permohonan Pemohon
dihubungkan dengan alat bukti Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum

sebagai berikut:

¢ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang

menikah pada tanggal 20 Maret 2023 dan telah hidup bersama namun
belum dikaruniai anak;
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dan Termohon terakhir hidup

Desa XXXXXXXX XXXXXX

d&maikan namun tidak

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak
ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Hakim akan mengaitkan dengan
fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon,
sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi

unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38 K/AG/1990
tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996
nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa perceraian
dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak harus mempersoalkan
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gkaran dalam rumah tangga,
quo apakah masih dapat
ini  Hakim akan
tengkaran, yang terjadi
efhohon dan Termohon;

gkaran dalam rumah
tara Pemohon dan
| dan/atau reaksi fisik
ohon dan Termohon,
selisihan secara non-
perbedaan keinginan,

, yang menyebabkan

pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab apabila perselisihan
tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan
kembali, mengapa suami - istri (in casu Pemohon dan Termohon) sanggup

untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379
K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah
satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan
tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut

Halaman 13 dari 19
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

2publik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



2publik Indonesia

isah tempat tinggal dan tidak
adanya perselisihan dan

jdup rukun dalam rumah

pertekad ingin bercerai
upaya damai telah
erdekat dari Pemohon
an keduanya, hal ini

rmohon telah tidak

g ’?ﬂ:]’M;m‘,(‘);.- j 8 perkawinan sebagaimana

glam; Terlebih salah satu pihak (in
e > T nya untuk tidak mempertahankan
BRLKS rselis n‘/ yang seperti itu sudah dapat dikatakan
l’-Tmm:L 5 lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum

ayat 21,

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat
dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang
diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia
saja dan bahkan akan membawa kerusakan bagi kedua belah pihak, maka
Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka daripada membiarkan kedua

belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus-menerus;

Menimbang, Firman Allah dalam Al Qur’an surat Al Bagarah ayat 227 :
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pertimbangan hukum
eraian yang diajukan
huruf (f) Peraturan
fl(H) Kompilasi Hukum
pffengkaran yang terus
gan, dengan demikian
emberi izin kepada

p Termohon di depan

Pemohon untuk menjatuhkan
akim memandang perlu untuk

hak dan kewajiban yang timbul

R Dane—oany §€Tceraian ini terjadi atas kehendak Pemohon
dengan alasan adanya perselisihan yang terus-menerus terjadi antara
Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon secara syriat wajib memberikan
kepada Termohon sebagai muthallagah mut'ah (pemberian sukarela dalam
bentuk uang atau barang berharga yang layak sebagai pelipur lara) dan nafkah
selama masa iddah selama Termohon tidak terbukti nusyuz, sebagaimana
ketentuan berikut ini:

Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al Bagarah ayat 241:

O W, olee =]l |
_syhgcmuuwj
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/&l (hendaklah diberikan oleh

omor 1 Tahun 1974,
k memberikan biaya
ekas isteri, demikian
m Islam, perkawinan
berikan nafkah iddah
uali isterinya nusyuz,

z IV halaman 46 juga

, 2 aditidah talak raji, baginya berhak
7 ool afkah dan busana (yang layak)”

; '-‘-‘rm-m1 pernikahan yang mengikat Pemohon dan
Termohon adalah suatu akad yang suci di mana dalam ikatan tersebut telah
terjalin cinta dan kasih dan rasa saling menyayangi antara satu dengan lainnya,
Termohon sebagai seorang istri telah taslim dan mengabdikan dirinya untuk
Pemohon sebagai suaminya, sehingga meskipun senyatanya pernikahan
Pemohon dan Termohon ternyata tidak berlangsung lama (terhitung sejak
tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan ketika Termohon pergi meninggalkan

Pemohon pada bulan September 2023) Hakim berpendapat Pemohon tetap

berkewajiban memberikan mut'ah kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas

dimana Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal
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gan memperhatikan
ang memiliki usaha
tentunya mempunyai
layak, maka dengan

Hakim secara tegas

gadilan Agama Marisa atau pengucapan lkrar talak
dapat dilaksanakan manakala Termohon rela untuk tidak diberikan mut'ah
tersebut ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
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perkara ini;

AR -
Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
-— .| yL p&| P

untuk menghadaﬁ sidang, tidak hadir;
WR 1 a—

Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
v
untuk menjatuhkan

;’» @N) di depan sidang

memberikan kepada
tjumlah Rp1.500.000,00

engucapan ikrar talak di

1
talalgmsatu raj'i

2 Ag

0‘6‘\’"'”&-‘"\56' ”)

AV N

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
[J . ¥/

ejumlah Rp175.000 00$seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

K

N

[ persidangan Pengadilan Agama Marisa
pada hari Ra5e ggar-24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18
Muharram 1446 Hijriah oleh Musaddat Humaidy, S.H.l., M.H. sebagai Hakim
Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Hakim tersebut dalam elitigasi melalui Sistem Informasi
Pengadilan, didampingi oleh Fauzan Nento, S.H.l., M.H. sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa hukum Pemohon secara

elektronik pada SIP tanpa hadirnya Termohon;
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